
Permohonan Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Pemerintah 
untuk Kepentingan Umum
No. SK : KEP-345/WBC.16/2022

Persyaratan

1. fotokopi Daftar Isian Penlaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen yang sejenis dengan Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa pembiayaan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA) atau dokumen yang sejenis dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atas barang yang 

dimintakan pembebasan bea masuk, tidak meliputi unsur bea masuk dan/atau pajak dalam rangka 

impor

3. fotokopi perjanjian atau kontrak pengadaan barang dengan Pihak Ketiga yang menyebutkan bahwa 

harga dalam perjanjian atau kontrak pengadaan barang tidak meliputi pembayaran bea masuk 

dan/atau pajak dalam rangka impor, dalam hal pengadaan barang menggunakan Pihak Ketiga.

4. fotokopi surat Uraian dari pemberi Hibah berupa gift certificate atau memorandum of understanding, 

yang menyatakan bahwa barang untuk Kepentingan umum tersebut merupakan Hibah yang diberikan 

langsung kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

5. fotokopi dokumen persetujuan Hibah dari Pemerintah Pusat, dalam hal barang impor merupakan 

Hibah dari luar negen yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah.
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1. Pemohon mengajukan surat permohonan pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN dan PPnBM 

serta dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor atas impor atas impor barang oleh 

pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum kepada Kepala 

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

2. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai menerima dan memberikan arahan kepada 

petugas untuk memproses surat permohonan.

3. Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan 

pembebasan bea masuk dan cukai. a. dalam hal permohonan disetujui, Pejabat Bea dan Cukai 

membuat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan cukai atas impor 

Barang untuk kepentingan umum untuk ditandatangani oleh Kepala Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan. Jangka waktu pengimporan ataas impor 

barang yang diberikan pembebeasan bea masuk dan cukai paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak 

tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan b. dalam hal permohonan ditolak, Pejabat Bea 

dan Cukai membuat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan untuk 

ditandatangani oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Menteri 

Keuangan

4. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai meneliti dan menandatangani keputusan 

mengenai pembebasan/surat penolakan dan menyampaikan kepada pemohon melalui Pejabat Bea 

dan Cukai

5. Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan keputusan mengenai pembebasan atau surat penolakan 

kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

0

a. Paling lama 3 hari kerja setelah permohonan diterimalengkap dan sesuai apabila diajukan secara manual. 

 b. Paling lama 5 jam kerja setelah permohonan diterimalengkap dan sesuai apabila diajukan secara daring. 

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya
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1. Surat Keputusan atau Surat Penolakan Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Pemerintah untuk 

Kepentingan Umum

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara online melalui Sistem Pengaduan Masyarakat 

(SIPUMA) di http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html atau ke email upgbeacukaikalbagtim@gmail.com. 

2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau 

faksimile ke (0542) 732598 dan Surat d.a. Kepala Kantor Wilayah Jl. Jenderal Sudirman No.546, Damai, 

Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114

3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal Kanwil DJBC 

Kalbagtim. 
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